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ABSTRAK 
Nama  : Syamsinar Ashar 
Nim  : 10400115007 
Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Terhadap                
Pemutusa Hubungan Kerja Karyawan Hotel Grand Sayang Park 
 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Tanggung Jawab 
Perusda Sul-Sel dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan 
Hotel Grand Sayang Park. Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui 
bagaimana bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban karyawan Hotel grand 
Sayang Park, dan untuk mengetahui tanggung jawab Perusda Sul-Sel terhadap 
Karyawan Hotel Grand Sayang Park yang telah di PHK.  
Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris. Sumber datanya menggunakan data 
primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan sumber data 
atau informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara 
wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
analisis kualitatif dengan langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara 
kepada pihak perusahaan mengenai tanggung jawab Perusahaan Daerah Sulawesi 
Selatan terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan Hotel grand Sayang Park. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja ini 
telah bertentangan dengan UU  No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni 
untuk pemutusan hubungan kerja harus ada persetuajuan dari kedua belah pihak 
atau sudah ada penetapan keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Ketentuan Pasal 151 ayat 1-3. Meskipun pihak perusahaan 
memberikan tanggung jawab terhadap karyawan yang telah di PHK berupa Gaji 
yang belum dibayarkan selama 3 bulan masa kerja, THR, dan Uang Pesangon 
setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi masalah ini sudah 
berlarut cukup lama dan seharusnya pihak perusahaan segera memberikan hak 
karyawan setelah melakukan PHK. 
Implikasi dari penelitian ini adalah seharusnya pihak Perusda dalam 
pengambilan keputusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan karyawan 
harus dibicarakan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpaham diantara kedua 
belah pihak baik itu dari pihak Perusda maupun karyawan itu sendiri dan pihak 
Perusda harus segera memberikan hak kepada karyawan yang di PHK meskipun 
tanpa melalui jalur hukum.   
Kata Kunci : Tenaga Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Fungsi manusia didalam sebuah lembaga perusahaan sangatlah penting, 
apa lagi jika perusahaan itu bersifat padat tenaga kerja. Sumber daya manusia 
yang memegang peranan utama dalam meningkatkan produktivitas yang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berhubungan dengan  pekerja itu 
sendiri, maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan. 
Pemerintah maupun masyarakat (pekerja) dalam posisinya masing-masing 
memiliki hubungan yang berkesinambungan yang amat sulit untuk dipisahkan, 
pada posisinya pemerintah berkewajiban menyediakan peluang dan lapangan 
kerja, sedangkan masyarakat harus memenuhi syarat dan kewajiban sebagai 
tenaga kerja. Oleh karena itu UUD 1945 menekankan pentingnya kehidupan 
sejahtera, dan kemampuan pemerintah menangani kuota lapangan kerja yang 
terus meningkat.1 
Ketenagakerjaan merupakan salah satu wadah yang mendasar dari 
kehidupan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang dimensi 
sosial serta ekonominya baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain demi 
mendapatkan kesempatan kerja.2 
                                                          
1
 Ashabul Kahpi, “Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di 
Indonesia, ” Jurisprudentie, vol. 5, no. 2 (2018):  h. 69.  http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6464/5565 di akses Pada tanggal 30 April 
2019 Pukul 21:06 WITA 
2
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,  (Jakarta:  PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 20. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan adalah bagian 
yang sangat integral dalam masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan 
ketenagakerjaan juga merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi. Dengan 
kata lain bahwa untuk perencanaan ekonomi harus mencakup juga perencanaan 
ketenagakerjaan, agar tenaga kerja dapat memilih sendiri jenis pekerjaan serta 
tempat pekerjaan yang diinginkan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. 
Demokrasi dalam suatu bidang ketenagakerjaan yang membuat para 
tenaga kerja sadar akan hak-hak dan kewajibannya termasuk dalam memilih jenis 
pekerjaan, lapangan kerja, maupun lokasi pekerjaan yang diinginkan serta sesuai 
dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi.  
Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan 
yang khas kita dengar bagi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu 
permasalahan tersebut yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh 
perusahaan. 
Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah peraturan yang 
mengatur hubungan seseorang di dunia kerja. Fakta menunjukkan bahwa banyak 
sekali orang yang bekerja pada perusahaan, oleh sebab itu hubungan kerja antara 
seoarang pekerja dengan pihak perusahaan perlu diatur sedemikian rupa supaya 
tidak terjadi kesewenang-wenangan yang bisa merugikan salah satu pihak. 
Menurut Umar Kasim salah satu permasalahan yang sering muncul dalam 
hubungan kerja adalah permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia 
mengemukakan bahwa berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja dapat 
mengakibatkan pekerja kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan 
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masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian 
dan ketentraman hidup tenaga kerja, seharusnya tidak ada pemutusan hubungan 
kerja yang tidak dapat dicegah seluruhnya.3  
Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh 
karyawan. Hal ini dikarenakan carut marutnya kondisi perekonomian yang 
berdampak pada banyak perusahaan yang harus gulung tikar, dan tentu saja 
berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh 
perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu 
selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya 
diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopan hidup keluarganya. 
Umar kasim juga mengemukakan bahwa pemutusan hubungan kerja 
merupakan isu sensitif, pengusaha seharusnya bijaksana dalam melalukan 
pemutusan hubungan kerja (PHK), karena pemutusan hubungan kerja dapat 
menurunkan kesejahteraan masyarakat, rakyat kehilangan pekerjaan, bahkan 
lebih gawat lagi pemutusan hubungan kerja dapat mengakibatkan pengangguran. 
Istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sebuah mogok bagi pekerja, 
mengingat sangat banyak sekali dampak dan akibat yang akan ditimbulkannya, 
tidak hanya bagi pekerja itu sendiri bahkan ini seperti efek dominan yang saling 
berkaitan satu sama lain dan merambah ke sektor kehidupan masyarakat lainnya. 
Jadi, pemerintah, pengusaha, pekerja dan serikatnya sebaliknya mengupayakan 
agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.4 
                                                          
3
 Umar Kasim, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Informasi Hukum 
Vol. 2, 2004),  h. 26. 
4
 Umar Kasim, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Informasi Hukum 
Vol. 2, 2004),  h. 39. 
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Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya PHK, maka 
sudah selayaknya jika pengusaha memberikan uang kompensasi (pesangon) 
sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana hal tersebut telah 
diatur oleh pemerintah Republik Indonesia UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 1 berbunyi “Dalam hal terjadinya pemutusan 
hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima” 
Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
keadilan sebagaimana yang terdapat dalam falsafah Negara ini yaitu pancasila 
yang tersirat dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat indonesia”. Maka sudah seharusnya jika pemerintah ikut campur untuk 
menyelesaikan masalah yang terjadi diantara perusahaan dan pekerja, karena 
pemerintah adalah pimpinan Negara yang memiliki tanggung jawab untuk 
mengatur Negara dalam berbagai bidang, termasuk masalah ekonomi yang 
menyangkut permasalahan antara pekerja dengan perusahaan seperti mekanisme 
PHK dan pemberian uang pesangon. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw : 
 ٍعار ْمُكُّهُكٙلاٙأ ٙلاٙق ُه ّٙنٙأ م ّٙهٙسٙو ِهْيٙهٙع هاللّٰ َّمٙص ِّ ِيب ّٙننا ِنٙع ٙزٙمُع ُنْبٕا ْنَع
 ُٙوهٙو ٍعاٙر سا
ّٙننا يٙهٙعٙا ىِذ ّٙناُر ْيِمٔلااٙف ِِهت ّٙيِعٙر ْنٙع ٍل ُٔوْسٙم ْمُكُّهُكٙو
 ِِهت ّٙيِعٙر ْنٙع ٌل ُٔوْسٙم 
Artinya : 
“Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda: ingatlah! Kalian semua 
adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan 
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kalian, sebagaimana imam (pemerintah) adalah pemimpin dan 
bertanggung jawab atas rakyatnya”.5 
 
Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin 
harus bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Begitu 
juga dengan perusahaan atau pengusaha wajib bertanggung jawab atas segala 
sesuatu yang menimpa pekerjanya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang 
pemimpin untuk menjadi penengah dan penyelesai masalah antara 
pengusaha/perusahaan. 
Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud 
dengan Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanan antara 
pekerja/buruh dan pengusaha. 
Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah 
perusahaan. UU Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh 
seenaknya saja memPHK karyawannya, terkecuali karyawan/pekerja yang 
bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh 
pengadilan bahwa si pekerja yang dimaksud telah melakukan kesalahan berat 
yang mana putusan pengadilan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap.6 
Untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu sendiri ada hak-hak tenaga 
kerja/karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, salah satunya adalah tenaga 
                                                          
5Abu Husin Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim (Semarang: Al-Ridho, 1993), h. 567. 
6
 Nikodemus Maringan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 3 no. 3 (2015), h. 3. 
http://jurnal.untad.ac.id/jurmal/index.php/LO/ (Diakses 09 Januari 2019). 
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kerja/karyawan tersebut harus mengetahui sebelum adanya surat PHK itu 
diberikan kepadanya seperti dalam pasal 151 UU No.13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa : 
1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, 
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja. 
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan 
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja 
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh 
atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan 
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat 
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh 
penetapan  dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.7 
Namun tak jarang ada perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya tanpa ada pemberitahuan atau 
perundingan serta mendapat persetujuan atau penetapan dari lembaga 
penyelesaian hubungan industrial terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh 
Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan pada salah satu usahanya yaitu pada Hotel 
Grand Sayang Park terhadap Karyawan/Pekerjanya yang dimana sejumlah 
karyawan di Hotel ini mengeluh karena sudah tiga bulan gajinya tidak juga 
diberikan. Lebih parahnya lagi ada sekitar 23 orang pegawainya yang saat ini 
telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau dirumahkan tanpa 
adanya kesepakatan dari pihak pekerja itu sendiri. Bahkan Tunjangan Hari Raya 
                                                          
7
 Lihat Undang- undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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(THR) yang menjadi kewajiban perusahaan dibayarkan sebelum lebaran Idul Fitri 
bulan Juni 2018, hingga kini juga belum jelas kapan akan dibayarkan. Mereka 
hanya di janji-janji oleh Perusda Sulsel. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis berinisiatif untuk 
melakukan penelitian mengenai Tanggung jawab Perusahaan Daerah Sulawesi 
Selatan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel 
Grand Sayang Park 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Skripsi ini berjudul “Tanggung jawab Perusahaan Daerah Sulawesi 
Selatan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel 
Grand Sayang Park”. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Tanggung 
jawab Perusahaan daerah Sulawasi Selatan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) Karyawan Hotel Grand Sayang Park. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun deskripsi fokus yaitu : 
a. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti : 
keadaaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh 
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; (2) fungsi menerima 
pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. 
b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kamus istilah hukum mempunyai 
arti yaitu : Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar buruh dan pengusaha. 
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c. Karyawan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti : orang yang 
bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan 
mendapat gaji (upah); (2) pegawai; (3) pekerja. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Karyawan Hotel Grand 
Sayang Park? 
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan daerah Sulawasi Selatan terhadap 
Karyawan Hotel Grand Sayang Park yang telah di PHK? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran-penelurusan pada berbagai 
literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka 
diperoleh beberapa literatur sebagai acuan dasar antara lain: 
1. Eko Wahyudi, dkk., dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan dalam buku 
ini membahas tentang hukum ketenagakerjaan dan dimensinya, hubungan 
kerja dan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, perselisihan 
hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau 
buruh, organisasi pekerja atau buruh organisasi serta pengupahan. 
2. Lalu Husni, S.H., M. Hum dalam bukunya Pengantar Hukum 
Ketenagakerjaaan Indonesia dalam buku ini membahas mengenai hukum  
perburuhan/ ketenagakerjaan di Indonesia, sejarah hubungan 
ketenagakerjaan yang diawali dengan masa yang suram dengan adanya 
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perbudakan sampai dengan diupayakannya undang-undang untuk 
melindungi buruh, hubungan kerja yang berkenaan dengan perjanjian kerja, 
perjanjian perburuhan peraturan perusahaan, serta aspek-aspek hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia. 
3. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., dkk dalam bukunya Dasar-dasar Hukum 
Perburuhan dalam buku ini membahas mengenai masalah perburuhan 
dilihat dari sejarahnya yang sudah ada sejak zaman Belanda di mana pada 
masa itu buruh tidak lebih dari seorang budak yang diperlakukan sewenang-
wenang dan hidup matinya seorang budak berada pada tangan majikannya 
tetapi setelah zaman kemerdekaan, nasib buruk telah berubah bertambah 
lebih baik karena perkembangnya peraturan yang memuat perlindungan 
terhadap buruh seperti kesejahteran, kebebasan berorganisasi, serta 
mengemukakan pendapat.  
4. F.X. Djumialdji S.H., M.Hum dalam bukunya Perjanjian Kerja, dalam buku 
ini membahas tentang bagaimana membuat perjanjian kerja yang saling 
meneguntungkan. Dalam buku ini dijelaskan secara lengkap perihal 
perjanjian kerja, cara membuat perjanjian kerja, kewajiban/hak pengusaha 
dan pekerja/buruh, pemutusan hubungan kerja (PHK), peraturan perusahaan 
dan perjanjian kerja bersama. Peraturan perundang-undangan yang dirujuk 
adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang saat ini berlaku. 
5. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dalam bukunya Hukum Kerja “Hukum 
Ketenagakerjaan Dalam Bidang Hubungan Kerja”. Dalam buku ini 
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membahas mengenai berbagai hal yang klise di dalam hubungan kerja, 
seperti kecelakaan kerja, perselisihan antara Pengusaha dan pekerja/buruh, 
pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang sering kali menimpa buruh. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban karyawan 
Hotel Grand Sayang Park. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perusahaan daerah 
Sulawasi Selatan terhadap Karyawan Hotel Grand Sayang Park yang 
telah di PHK. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan 
pengetahuan kepada mahasiswa dan dosen jurusan ilmu hukum 
mengenai tanggung jawab  pihak Perusda Sul-Sel kepada Karyawan 
Hotel Grand Sayang Park yang telah di PHK. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritikan dan masukan bagi 
pengusaha, serta pemerintah didalam memberian hak dan kewajiban 
karyawan Hotel Grand Sayang Park. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Kamus hukum menggunaan dua istilah terkait dengan pengertian 
perjanjian, yaitu perjanjian dan persetujuan, dimana perjanjian dan persetujuan 
diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap seorang lain atau lebih. sementara pasal 1313 BW menggunakan istilah 
persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Definisi perjanjian atau persetujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 
1313 BW tersebut mengandung kelemahan, sehingga para sarjana memberikan 
definisi yang berbeda-beda, yaitu : 
a. Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
dalam lapangan harta kekayaan. 
b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa 
perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau 
beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk 
melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 
c. Riduan Syahrani mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan 
hukum di lapangan harta kekayaan, dimana salah satu pihak berjanji atau di 
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anggap berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk 
tidak melakukan sesuatu. 
Dari definisi yang diungkapkan oleh para ahli maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum 
kekayaan. Artinya,  hak dan kewajiaban yang mengikat pihak-pihak dengan 
diadakannya perjanjian, tidak lain adalah hak dan kewajiaban dalam wujud benda, 
hak kebendaan atau segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.8 
2. Asas-asas Perjanjian 
Beberapa asas dalam suatu perjanjian yaitu sebagai berikut : 
a. Asas Kebebasan Berkontrak atau Open System 
Asas yang utama di dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka 
atau open system, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan 
perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini di atur 
dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian 
yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Asas ini biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau freedom of 
contract. 
b. Asas Konsensual atau Asas Kekuasaan Bersepakat 
Maksud dari asas ini adalah bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata 
sepakat, antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Maka perjanjian 
tersebut telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah 
memenuhi 3 syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undang, 
                                                          
1
 Marilang, Hukum Perikatan „Perikatan yang lahir dari Perjanjian‟, (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 142-147. 
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tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi kata sepakat 
dari mereka yang membuatnya. 
c. Asas kelengkapan atau Optimal System 
Maksud dari asas ini adalah apabila para pihak yang mengadakaan 
perjanjian, berkeinginan lain, mereka bisa menyinkirkan pasal-pasal yang 
ada pada undang-undang. Akan tetapi, jika secara tegas ditentukan di dalam 
suatu perjanjian, maka ketentuan pada undang-undanglah yang dinyatakan 
berlaku.9 
3. Bentuk-bentuk Perjanjian 
Adapun bentuk-bentuk perjanjian yaitu sebagai berikut : 
a. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban 
Pengaturan dan pengertian perjanjian cuma-cuma  dari perjanjian atas 
beban diatur dalam pasal 1314 BW yang selengkapnya berbunyi : 
1) Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, 
tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri ; 
2) Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan 
masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu.   
Menurut Hardijan Rusli bahwa perjanjian dengan cuma-cuma  atau 
perjanjian yang meletakkan manfaat pada salah satu pihak saja adalah merupakan 
perjanjian yang hanya salah satu pihaknya melakukan prestasi yang merupakan 
                                                          
9
 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), h. 23-24. 
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kewajiban, sedangkan pihak lawannya tidak melakukan prestasi apa pun juga. 
Kemudian, Hardijan Rusli mengemukakan bahwa perjanjian atas beban yang 
terdapat dalam pasal 1314 ayat (2) BW  yang lebih tepat adalah suatu perjanjian 
yang mengharuskan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu. 
b. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil 
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana setelah terjadinya kata 
sepakat antara pihak-pihak, sudah melahirkan perjanjian yang sah, kecuali bentuk 
perjanjian yang membutuhkan formalitas tertentu seperti perjanjian jual beli tanah 
dan beberapa bentuk perjanjian lainnya yang mengharuskan dibuat dalam bentuk 
tertulis. Dengan demikian, konsensuil di sini diartikan bahwa dengan sepakat 
secara lisan saja sudah melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang baru 
dinyatakan terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian sudah 
diserahkan seperti utang-piutan, pinjam-pakai, dan penitipan barang. 
c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan 
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau 
perjanjian yang menerbitkan hak dan kewajiban. Artinya, setelah perjanjian dibuat 
secara sah, maka pihak kreditur dapat menuntuk haknya kepada debitur, 
sebaliknya debitur telah memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan kreditur. 
Dengan demikian, perjanjian obligatoir dapat juga diartikan sebagai perjanjian 
yang belum mengalihkan hak. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian 
untuk memindahkan hak milik seperti dalam perjanjian jual beli. Dengan 
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demikian, perjanjian kebendaan merupakan pelaksanaan dari perjanjian 
obligatoir.10 
B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 
1. Pengertian Ketenagakerjaan 
 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan ialah hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 
kerja.11 
Sebagai perbandingan berikut ini dijelaskan pendapat beberappa ahli 
hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan : 
a. Molenar dalam Asikin (1993: 2) menyebutkan bahwa : 
Hokum tenaga kerja ialah bagian hukum yang pada pokoknya menegatur 
hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, antara pekerjaan dan 
pekerja serta pengusaha. 
b. Halim (1990: 9) menyebutkan bahwa : 
Hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh 
atau pegawai maupun pihak majikan. 
 
 
 
                                                          
10
 Marilang, Hukum Perikatan „Perikatan yang lahir dari Perjanjian‟, (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 164-173. 
11Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,  (Jakarta:  PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 24. 
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c. M.G. Levenbach dalam Manulang (1995: 1) menyebutkan bahwa : 
Hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, 
di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan 
penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. 
d. Daliyo (1994: 76) menyebutkan bahwa : 
Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. 
Buruh bekerja pada dan dibawah majikan dengan mendapat upah sebagai 
balas jasanya. 
e. Syahrani (1999: 86) menyebutkan bahwa : 
Hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur 
hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antar buruh dengan 
majikan, serta hubungan antara buruh dan majikan pemerintah (penguasa). 
Sesuai penjelasan diatas dimana hukum ketenagakerjaan juga memiliki 
unsur-unsur yaitu: 
a. Serangkaian aturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 
b. Mengatur  hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. 
c. Melakukan pekerjaan dibawah arahan dari orang lain serta mendapatkan 
upah sebagai balasan dari pekerjaan yang dilakukannya. 
d. Adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan pekerja. 
Maka, menurut penulis hukum ketenagakerjaan ialah sebuah aturan 
hokum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja 
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dengan segala kosekuensinya. Hal ini membuktikan bahwa hokum 
ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai aturan : 
a. Kerja dengan tangggungjawab atau resiko sendiri; 
b. Pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain tidak atas dasar kesukarelaan; 
Perlu diingat bahwa ruang lingkup ketenagakerjaan itu tidak sempit dan 
sederhana. Namun  kenyataan dalam praktiknya sangat kompleks dan 
multidimensi. Oleh karna itu, ada benarnya jika hukum ketenagakerjaan tidak 
hanya mengatur hubungan kerja, tetapi meliputi juga pengaturan di luar hubungan 
kerja, serta perlu diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan 
pihak ketiga, yaitu penguasa (pemerintah) bila ada pihak-pihak yang dirugikan.12 
2. Pihak-Pihak dalam Hubungan Kerja 
a. Pekerja atau Buruh 
Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal angka 3 
memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.13 Buruh adalah 
barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah.14 
b. Pengusaha atau Majikan 
Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pengusaha adalah : 
1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri; 
                                                          
12
 Eko Wahyudi, dkk., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 4-7. 
13
 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 19. 
14
 Zainal Asikin, dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 
h. 41. 
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2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
3) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada 
diindonesi mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.15  
Majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh 
dengan memberi upah untuk menjalankan perusahaan.16 
3. Asas, Tujuan, dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan 
a. Asas Hukum Ketenagakerjaan 
Pasal 3 UU No. 13 tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi 
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan 
pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas 
demokrasi, asas adil, dan merata.  
Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut 
multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, 
pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pembangunan 
ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling 
mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui 
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 
 
                                                          
15
 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 26-27. 
16
 Zainal Asikin, dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 
h. 43. 
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b. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 
Menurut Manulan (1995: 2), tujuan hukum ketenagakerjaan ialah : 
1) Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan social dalam bidang 
ketenagakerjaan; 
2) Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 
dari pengusaha; 
Butir (a) lebih menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus 
menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam 
proses produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan 
berusaha. Adapun butir (b) dilatar belakangi adanya pengalaman selama ini yang 
sering kali terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja atau buruh. 
Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret 
dari pemerintah. 
Berdasarkan pasal 4 UU No. 13 tahun 2003 bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan : 
1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusia; 
2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 
3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; 
4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
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c. Sifat Hukum Ketenagakerjaan 
Telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur 
hubungan kerja antara kerja dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan 
orang perorangan. Atas dasar itulah, maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat 
(perdata). Di samping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-
masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah, karenanya hukum 
ketenagakerjaan bersifat public. 
Salah satu contoh campur tangan pemerintah, antara lain sebagai berikut : 
1) Perizinan yang menyangkut bidang ketenagakerjaan; 
2) Penetapan upah minimum; 
3) Masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pemutusan 
hubungan kerja, dan sebagainya. 
4) Adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana 
bidang ketenagakerjaan. 
Lebih lanjut Budiono (1995: 5) membagi sifat ketenagakerjaan menjadi 2 
(dua), yaitu bersifat imperatif atau dwingenrech (hukum memaksa) artinya 
hukum yang harus ditaati secara mutlak dan tidak boleh dilanggar dan sifat yang 
kedua yaitu bersifat fakultatif atau hukum yang mengatur atau melengkapi 
(regelend recht atau aanvullend recht), artinyahukum yang dapat dikesampingkan 
pelaksanaannya. 17 
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 Eko Wahyudi, dkk., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 7-9. 
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4. Hubungan Kerja 
Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud 
dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah.18 Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena 
adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Dari 
pengertian diatas dapat ditarik beberapa pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur 
dalam perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, dan bentuk perjanjian kerja. 
a. Pengertian perjanjian kerja 
Dalam ketentuan pasal 1601 a KUHPerdata, mengenai perjanjian kerja 
dijelaskan bahwa : 
“Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya dibawah perintah  pihak yang lain, untuk melakukan suatu 
pekerjaan dengan menerima upah” 
 
Sedangkan dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 
point 14 yang dimaksud dengan “perjanjian kerja adalah perjanjian antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban para pihak.” 
b. Unsur-unsur didalam Perjanjian Kerja 
1) Adanya unsur pekerjaan 
Di dalam suatu perjanjian kerja haruslah ada suatu pekerjaan yang 
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat 
                                                          
18Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 233.  
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perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja haruslah 
berpedoman pada perjanjian kerja yang telah dibuatnya. 
2) Adanya Unsur Service atau Pelayanan 
Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi 
adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah 
orang lain (majikan). Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan 
bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada di bawah 
wibawa orang lain, yaitu si majikan. 
3) Adanya Unsur Time 
Bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, haruslah dilakukan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati dalam 
perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang telah dibuat 
oleh para pihak yang bersangkutan. 
4) Adanya Unsur Upah 
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan 
dikatakan bahwa tujuan utama seseorang bekerja pada pengusaha ialah 
untuk mendapatkan upah. Sehingga jika seseorang yang berkerja, dalam 
melaksanakan pekerjaannya bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, 
akan tetapi dengan tujuan lain, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut 
tidak dikatakan sebagai suatu perjanjian kerja.19 
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 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), h. 36-40. 
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c. Syarat Sah Perjanjian Kerja 
Bagian dari suatu perjanjian kerja pada umumnya harus memenuhi syarat 
sah suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata.20 Dimana ketentuan 
ini telah tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan : 
1) Adanya kesepakatan para pihak; 
2) Cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum; 
3) Adanya objek perjanjikan ; dan  
4) Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.21 
Kesepakatan para pihak ialah mereka yang mengikatkan diri dengan orang 
lain yang bermaksud untuk mengadakan suatu perjanjian harus ada kata sepakat 
atas hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak yang bersangkutan. 
Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat suatu 
perjanjian maksudnya adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa 
melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa diketegorikan 
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Seseorang dianggap cakap dalam 
membuat perjanjian adalah mereka yang telah cukup umur. Ketentuan hukum 
ketenagakerjaan memberikan batasan umur 18 tahun dalam pasal 1 angka 26 
Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan . selain itu seseorang 
dikatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian jika orang tersebut sehat 
jasmani dan rohani/ tidak terganggu kejiwaannya. 
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 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), h. 17. 
21
 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
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Ada pekerjaan yang diperjanjikan ialah suatu hal tertentu dengan maksud 
sesuatu yang ada dalam perjanjian tersebut telah ditentukan dan disepakati oleh 
kedua belah pihak.  
Objek perjanjian atau dalam istilah pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu 
sebab yang halal maksudnya ialah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jenis perjanjian pekerjaan 
ini harus ada dan jelas dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 
Dari keempat syarat tersebut diatas kesemuanya itu bersifat komulatif, 
artinya harus terpenuhi semua syarat yang telah di perjanjikan baru bisa dikatakan 
syarat perjanjian yang sah. Syarat kemauan bebas para pihak dan kemauan atau 
kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian yaitu bersifat Subjektif karena 
menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian tersebut.22 
d. Bentuk Perjanjian Kerja 
Bentuk perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan dan atau tertulis 
dijelaskan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.23 Secara normative bentuk tertulis menjamin hak dan 
kewajiaban para pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu 
dalam proses pembuktian di pengadilan. 
Namun kita tidak dapat mempungkiri bahwa masih banyak perusahaan-
perusahaan atau pengusaha yang melakukan perjanjian kerja itu dalam bentuk 
lisan. Alasannya karena adanya  keterbatasan sumber daya manusia dan orang 
                                                          
22
 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), h. 18-22. 
23
 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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yang melakukan ini hanya mengandalkan atas dasar kepercayaan dalam membuat 
suatu perjanjian kerja. 
Adapun bentuk-bentuk perjanjian kerja terdiri atas : 
1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya 
disebut dengan PKWT. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat 
dibuat dengan berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan selesainya 
suatu pekerjaan tertentu. 
2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada Pekerja Outsourcing, 
Outsourcing yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan, maksudnya 
perusahaan pemberi kerja memborong sebagian dari pekerjaan kepada 
perusahaan penyedia tenaga kerja melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyedian jasa pekerja. 
3) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 
tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT. Perjanjian kerja untuk waktu 
tidak tertentu karena hal-hal sebagai berikut : 
a) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak dibuat dalam bahasa 
Indonesia dan huruf latin 
b) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak dibuat untuk pekerjaan 
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 
dalam waktu tertentu. 
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c) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu diadakan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap. 
d) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu yang didasarkan atas jangka 
waktu tertentu diadakan untuk lebih dari  2 (dua) tahun dan diperpanjang 
lebih dari satu kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun 
e) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu 
tertentu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu tersebut berakhir tidak memberikan maksunya secara tertulis 
kepada pekerja/buruh bersangkutan. 
f) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu diadakan tidak melebihi masa 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini 
diadakan lebih dari 1 (satu) kali dan lebih dari 2 (dua) tahun.24 
5. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak didalam Perjanjian Kerja 
a. Hak-hak para pihak dalam perjanjian kerja 
 Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai hak pekerja diatur dalam pasal 
1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada intinya membahas 
tentang : 
1) Hak untuk menerima upah 
Dimana pada dasarnya bekerja brtujuan untuk mendapatkan upah, hal ini 
terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah 
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 Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 11-12. 
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yang akan diberikan kepada tenaga kerja dan dibayar oleh pengusaha 
yang dikenal dengan nama upah minimum. 
2) Hak untuk istirahat/cuti 
Hak atas untuk istirahat ini sangat penting yang bertujuan untuk 
menghilangkan rasa jenuh dan bosan seorang pekerja dalam melakukan 
pekerjaannya. Dengan demikian pekerja dapat diberikan cuti tahunan 
selama 12 hari kerja, selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang 
selama 2 bulan setelah pekerja melakukan pekerjaan yang secara terus-
menerus selama 6 tahun kerja pada suatu perusahaan. 
3) Hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan 
Jaminan kesehatan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian 
telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek. 
4) Hak untuk mendapatka surat keterangan/ surat pengalaman kerja 
Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan 
yang akan dilakukan, serta lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat 
keterangan tersebut sangatlah penting artinya sebagai bekal pekerja 
dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlakukan sesuai dengan 
pengalaman kerjanya.25 
Sedangkan hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan 
adalah sebagai berikut : 
1) Hak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.  
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 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VIIA tentang Perjanjian Kerja Pasal 
1603, 1603a, 1603b, dan 1603c, h. 324-325. 
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2) Hak atas upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. 
3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan 
4) Hak atas jaminan social atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh 
pekerja.26 
b. Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja 
1) Kewajiban buruh/pekerja 
Didalam ketentuan mengenai kewajiban buruh/ pekerja juga diatur di 
dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada 
intinya adalah sebagai berikut : 
a. Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan yang telah disepakati oleh para 
pihak dalam surat perjanjian pekerjaan yang dibuatnya. Pekerjaan harus 
dilakukan sendiri karena melakukan pekerjaan itu bersifat kepribadian 
artinya kerja itu melekat pada diri pribadi, sehingga apabila pekerja/buruh 
meninggal dunia, hubungan kerja berakhir demi hukum. Oleh karena itu, 
pekerjaan itu tidak boleh diwakilkan atau diwariskan.27 
b. Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/ pengusaha 
yang telah dituankan kedalam surat perjanjian pekerjaan. 
c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda akibat kesenganjaan yang 
dilakukan oleh pekerja itu sendiri. 
2) Kewajiban pengusaha 
a) Kewajiban membayar upah kepada pekerja secara tepat waktu. 
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 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur: Sinar 
Grafika, 2012), h. 166. 
27
 Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 42. 
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b) Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan atau pengusaha 
diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara 
teratur. 
c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan bagi pekerja yang tinggal 
bersama dengan majikannya atau pemberi kerja. 
d) Kewajiban memberikan surat keterangan.28 
6. Waktu Kerja 
a. Pengertian Waktu Kerja 
Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, 
dimana dapat dilaksanakan pada siang hari atau malam hari. 
Mengenai waktu kerja itu sendiri telah diatur dalam pasal 77 UU No.13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : 
1) Setiap pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: 
a) 7  jam dalam 1 hari selama 6 hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
b) 8 jam dalam 1 hari selama 5 hari kerja dalam1 (satu) minggu.29 
b. Waktu Kerja Lembur 
Ialah dimana waktu kerja yang melebihi 7 jam dalam sehari untuk 6 hari 
kerja dan 40 jam dalam seminggu waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan 
atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.30 
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 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 61-64. 
29
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 112. 
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c. Waktu Istirahat  
Waktu istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan 
pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupaka kewajiban dari perusahaan 
untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Undang-undang telah 
mengatur mengenai waktu istirahat kerja yaitu : 
1) Setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, 
sekurang-kurangnya ½ jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan 
waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (pasal 79 ayat 2 huruf a 
UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Disamping itu, 
pengusaha juga wajib memberikan waktu secukunya bagi pekerja untuk 
melaksanakan ibadah (pasal 80 UU No.13 tahun tentang 
Ketenagakerjaan). 
2) Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari untuk 6 
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (pasal 79 ayat 2 huruf b UU No.13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 
Berdasarkan pasal 85 ayat 1 UU No.13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada 
hari-hari libur resmi” ataupun yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  Karena 
hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah hak kita, maka 
perusahaan wajib membayar upah kita penuh.31 
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7. Perlindungan Tenaga Kerja 
Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut UU No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi :  
a. Perlindungan mengenai hak dasar pekerja untuk musyawara mufakat  
dengan pemberi kerja; 
b. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; 
c. Perlindungan yang khusus bagi pekerja wanita, anak, dan berpribadian 
khusus (cacat); 
d. Perlindungan mengenai upah, kesejahteraan, dan jaminan social tenaga 
kerja. 
Perlindungan tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan system hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai dengan 
adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu 
pemberi kerja wajib menjalankan ketentuan perlindungan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.32 
8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud 
dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
pekerja/buruh dan pengusaha. 
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Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah 
perusahaan. UU Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh 
seenaknya saja memPHK karyawannya, terkecuali karyawan/pekerja yang 
bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh 
pengadilan bahwa sipekerja yang dimaksud telah melakukan kesalahan berat 
yang mana putusan pengadilan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap.33 
Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan dimana buruh berhenti 
bekerja dari majikannya, hakikat PHK bagi para buruh merupakan awal dari 
penderitaan, maksunya bagi buruh permulaan dari segala penederitan, permulaan 
dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya membiayai 
keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Pengsaha, serikat pekerja, 
dan pemerintah harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan 
kerja (pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). Selanjutnya 
berdasarkan pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, yaitu : 
(2) Dalam hal segala upaya dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak 
dapat di hindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di 
rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan 
pekerja atau buruh jika pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 bener-benar 
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
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Pemutusan hubunga kerja harus dijadikan tindakan terakhir jika ada 
perselisihan hubungan industrial, pengusaha dalam menghadapi pekerja 
hendaknya : 
1) Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya 
untuk menyukseskan tujuan usaha. 
2) Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah 
dikerahkan oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan 
jaminan-jaminan social tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut 
dapat bekerja lebih produktif. 
3) Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.34 
Para pekerja yang bekerja pada perusahaan harus mengimbangi jalinan 
atau hubungan kerja dengan kerja nyata yang baik, penuh kedisiplinan, dan 
tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan penuh keberhasilan 
bagi kepentingan pekerja itu sendiri. Segala hal yang kurang wajar di dalam 
perusahaan tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat seperti 
perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga besar. 
Dengan demikian usaha produksi perusahaan tidak akan terganggu karena 
kedua belah pihak saling memperhatikan, saling menghargai, saling bekerjasama 
dan saling berkegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar kedua belah 
pihak dapat mewujudkan keberhasilan perlu adanya kendali, dan kendali itu 
berwujud ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. 
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Jadi, baik pemberi pekerja maupun yang diberi pekerjaan harus terkendali 
atau harus menundukkan diri dan patuh untuk mengikuti segala ketentuan dan 
peraturan yang berlaku, harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga keserasian dan 
keselarasan akan selalu terwujud.35 
Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perselisihan, 
keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih bagi 
pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah 
jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja 
bagi pihak buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial 
sebab : 
1) Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, buruh telah kehilangan mata 
pencaharian. 
2) Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus banyak 
mengeluarkan biaya. 
3) Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat 
pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.36 
Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan 
hubungan kerja khususnya bagi buruh dan keluarganya Imam Soepomo 
berpendapat bahwa, pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan 
dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai 
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keperluan hidup sehari-hari keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan 
menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.37 
Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya harus ada izin, kecuali dalam 
hal tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003, yaitu : 
(1) Pekerja dalam masa percobaan, bila disyaratkan secara tertulis 
sebelumnya. 
(2) Pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan 
sendiri tanpa adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya 
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk 
pertama kali. 
(3) Pekerja mencapai usia pension. 
(4) Pekerja meninggal dunia. 
 
Batasan pemberian izin Pemutusan Hubungan Kerja digantungkan pada 
alasannya, yaitu izin yang tidak diberikan atau karena alasan yang dilarang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 : 
a. Bekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter 
Selama waktu 12 bulan secara terus-menerus. 
b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap Negara. 
c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. 
d. Pekerja menikah. 
e. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui 
bayinya. 
f. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam 
perjanjian kerja atau PKB. 
g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, 
pekerja melakukan kegiatan serikat di luar jam kerja, atau di dalam jam 
kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. 
h. Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. 
i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. 
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j. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau 
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang 
jangka waktu penyembhan dapat dipastikan.38 
 
b. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja  
Dalam literatur hukum ketenagakerjaa, dikenal adanya beberapa jenis 
pemutusan hubungan kerja (PHK), yaitu : 
1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Demi Hukum 
Pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan 
kerja yang terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirnya 
jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh atau apabila 
buruh meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 1 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja berakhir apabila : 
a) Pekerja meninggal dunia. 
b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 
c) Adanya pemutusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  
 
berdasarkan ketentuan Pasal 1603 e Burherlijk wetboek, pengertian 
waktu tertentu yang menentukan berakhirnya suatu hubungan kerja 
ditetapkan dalam perjanjia, atau ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan serta kebiasaan. 
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2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  oleh Pengadilan 
Masing-masing pihak dalam perjanjian kerja dapat meminta pengadilan 
negeri agar hubungan kerja diputus berdasarkan alasan penting. PHK 
oleh pengadilan bisa terjadi dengan alasan : 
a) PHK karena perusahaan pailit (berdasarkan putusan Pengadilan 
Niaga) pasal 165 
b) PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang 
digugat melalui lembaga PPHI  
c) PHK karena berakhirnya Perjanjian Kerja. 
3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja/buruh 
Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh ialah pemutusan 
hubungan yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni 
tanpa adanya rekayasa dari pihak lain. Pihak buruh dapat saja 
memutuskan hubungan kerjanya dengan persetujuan pihak majikan pada 
setiap saat yang dikehendaki, bahkan buruh juga berhak memutuskan 
hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan. Selain itu, 
berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 
pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan 
kerja kepada lembaga penyelesaian peselisihan hubungan industrial 
dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : 
a) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh. 
b) Membujuk atau menyruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 
3 bulan berturut-turut atau lebih. 
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d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada 
pekerja/buruh. 
e) Memerintahkan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, 
kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjaan 
tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.39  
4) Pemutusan Hubungan Kerja oleh Majikan/pengusaha 
Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/pengusaha ialah pemutusan 
hubungan kerja di mana kehendak atau prakarsanya berasal dari 
pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan 
oleh pekerja atau buruh atau mungkin karena faktor- faktor lain, seperti 
pengangguran tenaga kerja, perusahaan tutup karena marugi, perubahan 
status dan sebagainya. Menurut pasal 151 UU No. 13 tahun 2003, bahwa 
pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha harus memperoleh penetapan 
terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. Jadi, memPHK pekerja atau buruh tidak bisa sekehendak 
pengusaha. Kesemuanya diatur pada pasal 158 UU No.13 tahun 2003. 
Adapun pemutusan hubungan kerja yang tidak layak, antara lain : 
a) Jika antara lain tidak menyebutkan alasannya. 
b) Jika alasanya PHK itu di cari-cari atau alasannya palsu. 
c) Jika akibat pemberhentian itu bagi pekerja/buruh adalah lebih berat 
daripada keuntungan pemberhentian itu bagi majikan. 
d) Jika buruh diberhentikan bertentangan dengan ketentuan dalam 
undang-undang atau kebiasaan mengenai susunan staf atau aturan 
ranglijs (seniority rules), dan tidak ada alas an yang penting untuk 
tidak memenuhi ketentuan ini. 
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Sanksi atau hukuman bagi pemutusan hubungan kerja yang tidak 
beralasan, yaitu : 
a) Pemutusan tersebut adalah batal dan pekerja yang bersangkutan harus 
ditempatkan kembali pada kedudukan semula. 
b) Pembayaran ganti rugi kepada pekerja tersebut. Dalam hal ini pekerja 
berhak memilih antara penempatan kembali atau mendapatkan ganti 
rugi.40 
c. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja 
Adapun prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut UU No.13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 
1) Sebelumnya semua pihak (pengusaha, pekerja, atau buruh) harus 
malakukan upaya untuk menghindarkan terjadinya pemutusan 
hubungankerja (PHK). 
2) Apabila tidak dapat dihindari, pengusaha dan pekerja mengadakan 
perundingan. 
3) Jika perundigan berhasil, maka mereka membuat persetujuan bersama. 
4) Namun apabila tidak berhasil, maka pengusaha mengajukan permohonan 
penetapan disertai dasar dan alasan-alasannya kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
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Sambil menunggu pengeturan lebih lanjut mengenai Lembaga 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka untuk saat ini permohonan 
penetapan pemutusan hubungan kerja masih disampaikan kepada : 
1) Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (P4D) untuk 
pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja atau buruh dengan jumlah 
kurang dari 10 orang; 
2) Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4P) untuk 
pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja atau buruh dengan jumlah 
lebih dari 10 orang; 
3) Selama belum ada penetapan atau putusan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan segala 
kewajiban masing-masing dimana pekerja atau buruh tetap menjalankan 
pekerjaannya dan pengusaha membayar upah.41 
d. Hak-hak Tenaga Kerja yang di PHK 
Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 
bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar 
uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 
yang seharusnya diterima.  
1) Uang Pesangon merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari 
pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai akibat adanya PHK yang 
jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh/pekerja yang 
bersangkutan. Perhitungan uang pesangon di atur dalam UU No.13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 (2) sebagai berikut : 
a) Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah; 
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b) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah; 
c) Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah; 
d) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah; 
e) Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah; 
f) Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan kerja; 
g) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kuurang dari 7 tahun, 7 bulan upah; 
h) Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah; 
i) Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 9 bulan upah.  
2) Uang penghargaan masa kerja 
Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan dalam UU No.13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 (3) sebagai berikut : 
a) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah; 
b) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah; 
c) Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah; 
d) Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah; 
e) Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurangg dari 18 tahun, 6 bulan upah; 
f) Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah; 
g) Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah; 
h) Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. 
3) Uang penggantian hak 
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh 
dalam UU Ketenagakerjaan, meliputi : 
a) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat 
di mana pekerja/buruh diterima bekerja; 
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c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang 
memenuhi syarat; 
d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama. 
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokok dan segala macam 
bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan 
keluarganya. 
Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan 
harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. 
Sedangkan untuk upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 
hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama 
dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir, dengan ketentuan 
tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.42 
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab 
1. Pengertian Tanggung Jawab 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) tanggung jawab 
memiliki arti bahwa tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala 
sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan perkarakan. 
Dalam kamus hukum, tangggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang 
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untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum 
tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasaan seorang tentang 
perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu 
perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggujawaban harus 
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi 
seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 
kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 
Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 
macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan 
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 
pertanggujawaban tanpa kesaalahan  yang dikenal (lilability without fault) yang 
dikenal  dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak  (strick 
liability). 
Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengadung arti 
bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena 
merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa 
konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat 
langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.43  
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab 
Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai 
berikut : 
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a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on 
fault), yaitu ketika yang digugat tidak terbukti melakukan kesalahan maka 
yang tergugat bebas, dan penggugat harus bisa membuktikan kesalahan 
yang telah di tudukan kepada tergugat. 
b. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability), yaitu 
tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai dia bisa membuktikan 
dia tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada si tergugat.44 
c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non 
liability), yaitu adanya tanggung jawab terbatas yang akan di buktikan oleh 
seorang  yang dituduh melakukan kesalahan. 
d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu biasanya prinsip ini 
diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk 
membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi 
yang kompleks, serta asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati. 
Produk liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal : (1) melanggar 
jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji, (2) ada unsur kelalaian, lalai 
memenuhi standar pembuatan obat yang baik (3) menerapkan tanggung 
jawab mutlak.  
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability), yaitu 
tanggung jawab oleh konsumen yang di batasi dengan ganti kurugian yang 
sudah ditetapkan. 45 
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D. Tinjauan Umum Tentang Perusda (Perusahaan Daerah) 
1. Pengertian dan Tujuan Perusda (Perusahaan Daerah) 
Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah. Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk 
mendapatkan keuntungan yang dapat dipakai untuk pembangunan daerah serta 
kekayaan Negara/daerah dipisahkan dari kekayaan perusahaan daerah untuk 
menghindari praktek yang tidak efesien. 
Undang-undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan 
pengertian tentang “perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan 
berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau 
berdasarkan undang-undang.”  
Menurut Elita Dewi (2002:4) mengenai perusahaan daerah adalah sebagai 
berikut : 
a. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, 
menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan. 
b. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan 
daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan 
mengutamakan industrialisasi dan ketenraman serta ketenangan kerja 
menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
c. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan 
rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-
pokok pemerintahan daerah. 
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d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat 
hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan 
kekayaan daerah yang dipisahkan.46  
2. Ciri-ciri Perusda (perusahaan Daerah) 
Adapun ciri-ciri perusda menurut Muh Bakat, dkk. (1989:104) yaitu 
sebagai berikut : 
a. Didirikan dengan suatu peraturan daerah. 
b. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang. 
c. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah. 
d. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya. 
e. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam 
peraturan daerah. 
f. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam 
beberapa hal pada kepala daerah.47 
3. Kelemahan Dan Kelebihan Perusda (Perusahaan Daerah) 
a. Kelemahan 
1) Terdapat kebatasan dalam hal anggaran pemerintah untuk mengisi 
formasi yang ada di Perusda. 
2) Pihak lain dilarang turut bercampur dalam urusan pengolahan Perusda 
kecuali direksi. 
3)  Waktu kepengurusan dan pengolahan Perusda dibatasi dengan undang-
undang yang berlaku/terikat atau tidak bebas dalam mengolah Perusda 
4) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan 
pengawas dibebankan pada Perusda. 
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 Sukmalb.blogspot.com/2015/03/perusahaan-daerah-pd-pengertian.html diakses pada 
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b. Kelebihan 
1) Semua modal atau pembayaran keperluan Perusda berasal dari 
pemerintah. 
2) Semua tata tertib tentang Perusda jelas adanya karena sudah dimuat 
didalam undang-undang tentang Perusda. 
3) Semua anggota Perusda merupakan orang-orang yang professional jadi 
sedikit kemungkinan adanya kekacauan dalam Perusda 
4) Perusda dapat menerima bantuan atau subsidi yang berasal dari APBN, 
baik berwujud uang atau barang.48 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 
kualitatif dari sisi field research. Penelitian ini menggambarkan tentang 
bagaimana Tanggung Jawab Pihak Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan terhadap 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel Grand Sayang Park. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan di sini harus memuat argumentasi 
peneliti yang mendasari pemilihan lokasi secara logis dan akademis. Mengenai 
penelitian ini demi mendapatkan informasi serta data yang jelas maka penulis 
memilih lokasi penelitian pada kantor Perusda (Perusahaan Daerah) Sulawesi 
Selatan selaku pihak pengelolah Hotel Grand Sayang Park Makassar. Alasan 
pemilihan tempat ini karena ada hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis yaitu 
ketidak sesuaian Pelaksanaan kontrak antara pihak Hotel Grand Sayang Park 
dengan Karyawan, yang dimana telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara 
sepihak  tanpa adanya pemberitahuan atau penetapan dari Lembaga Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial sebelumnnya. 
C. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini mengkaji 
mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
kenyataannya atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 
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terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat 
dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 
dibutuhkan, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian merujuk kepada 
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yaitu 
hendak mengetahui sejauhmana Tanggung Jawab pihak Perusda Sulsel terhadap 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel Grand Sayang Park. 
D. Sumber Data 
Mengenai sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini 
ialah sebagai berikut : 
1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 
Perusda (Perusahaan Daerah) Sulsel selaku pengelolah Hotel Grand Sayang 
Park. Sumber data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara 
terhadap para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 
atau diungkapkan oleh penulis. 
2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 
research) Yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, karya ilmiah, Kontrak Perjanjian Kerja dan pendapat 
para ahli terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis.  
3. Data Tersier ialah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya bahan-bahan 
dari media internet, majalah, kamus hukum, bulletin, Koran dsb. 
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E. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis 
melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa 
metode pengumpulan data, yaitu : 
1. Observasi  
Observasi dilakukan secara langsung pada Perusda (Perusahaan Daerah) 
Sulsel selalu pengelolah Hotel Grand Sayang Park dengan cara melakukan 
pencatatan serta pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah yang akan diteliti oleh penulis. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 
jawab yang secara langsung kepada responden dan narasumber demi 
mendapatkan informasi atau data yang sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti, baik itu secara lisan maupun tulisan terhadap pihak Perusda Sul-Sel 
dan tenaga kerja/karyawan yang bekerja di Hotel Grand Sayang Park. 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian 
yang dilakukan ingin mempelajari dan mengetahui permasalahan-permasalahan 
yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat mengenai fenomena serta gambaran 
kejadian yang terjadi. 
Kemudian data diatas diteliti secara kualitatif. Data kualitatif merupakan 
gambaran dari suatu fenomena dan fakta yang ada, agar dapat ditarik kesimpulan 
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yang sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya terjadi dalam 
permasalahan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 
1. Sejarah 
Dasar pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat 
Perusda Sulsel didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 
perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun1979. 
2. Tujuan Usaha 
Tujuan pendirian Perusda Sulsel sebagaimana yang dituangkan dalam 
peraturan daerah tersebut, yakni : 
a. Untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber 
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya 
dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan ketentraman serta 
kegairahan kerja dalam perusahaan daerah, menuju masyarakat adil dan 
makmur, materil/spiritual berdasarkan pancasila. 
b. Dalam melaksanakan tujuan ini, Perusda Sulsel dapat bekerja sama dengan 
perusahaan Negara, perusahaan lainnya, koperasi dan swasta nasional/asing. 
3. Kegiatan Usaha 
Kegiatan usaha Perusda Sulsel saat ini adalah : 
a. Asset yang di kerjasamakan yakni pengelolaan dengan sistem sewa yaitu 
Plaza Maricaya atau Gedung Living Plaza. 
b. Kegiatan usaha yang dikelola sendiri oleh Perusda Sulsel : 
1) Penyewaan ruko kompleks Lataneta Plaza 
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2) Penyewaan lahan eks pergudangan di Makassar dan Pare-Pare 
3) Hotel Batu Papan di Tanah Toraja (kontrak pengelolaan selama 5 tahun) 
4) Jasa lainnya (Perparkiran) 
5) Pengelolaan Hotel Grand Sayang Park 
6) Penyewaan lahan dibelakang Mall Living Plaza dengan pihak ketiga  
B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Karyawan Hotel Grand Sayang Park 
1. Hak-Hak Karyawan Hotel Grand Sayang Park 
Selama penulis melakukan penelitian adapun beberapa hak-hak Karyawan 
Hotel Grand Sayang Park ialah sebagai berikut : 
a. Dibayarkan upahnya pada tanggal 1 setiap bulan dan akan di Transfer 
melalui rekening perusahaan kepada karyawan. 
b. Dibayarkan uang servis pada tanggal 15 setiap bulan dan akan di Transfer 
melalui rekening perusahan kepada karyawan. 
c. Berhak mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan karir serta 
memaksimalkan kemampuan karyawan baik dalam pengetahuan 
keterampilan kerja serta perilaku professional yang diberikan pada jam kerja 
maupun diluar jam kerja. 
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan Hotel Grand Sayang Park 
Setelah melakukan penelitian di lokasi penelitian penulis menemukan 
beberapa kewajiban dan tanggung jawab karyawan Hotel Grand Sayang Park 
yang harus di penuhi selama bekerja, ialah sebagai berikut : 
a. Menjaga, merawat dan memelihara semua asset milik perusahaan 
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b. Menjalankan dan melaksanakan tata tertib, peraturan perusahaan kebijakan 
perusahaan, dan ketentuan lainnya yang ditertibkan dan atau ditetapkan oleh 
pihak perusahaan. 
c. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilaksanakan, peralatan kerja 
dan fasilitas yang dipergunakan. 
d. Mencurahkan, mengerahkan daya upaya dan kemampuannya dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 
e. Melakukan dan melaksanakan pengontrolan, pemeriksaan, pendataan, 
pencatatan serta hal-hal lainnya secermat dan seteliti mungkin. 
f. Mentaati dan melaksanakan perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak 
perusahaan. 
g. Tidak akan mewakilkan segala tugas yang menjadi tanggung jawab kepada 
pihak lain demikian pula tidak menerima tugas dan tanggung jawab dari 
pihak lain tanpa izin dari pihak perusahaan. 
h. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai data pribadi dan 
wajib memperbaharui jika terdapat perubahan atasnya, apabila hal ini 
dilanggar merupakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan akan 
dikenakan tindakan sanksi disiplin. 
i. Tidak menyamarkan hasil pekerjaan, laporan dan atau memberikan 
keterangan palsu terhadap hasil pekerjaan kepada pihak perusahaan. 
j. Melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditetapkan guna 
kelancaran kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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k. Membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan melalui pemotongan upah 
atau proses lainnya apabila lalai melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya sehingga merugikan pihak perusahaan. 
l. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
m. Membayar asuransi yang terkait dengan ketenagakerjaan. 
n. Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak perusahaan sampai 
berakhirnya perjanjian kerja ini. 
o. Membuat rekening Bank Sulsel untuk pembayaran upah, dan Rekening atas 
nama karyawan yang bekerja pada perusahaan.  
Dari hak dan kewajiban karyawan Hotel Grand Sayang Park yang telah 
dipaparkan di atas ada beberapa hak karyawan yang tidak terlaksana dengan baik 
yaitu untuk hak diberikan gaji/upah pada tanggal 1 setiap bulannya mengingat 
pemasukan dari Hotel Grand Sayang Park selalu menurun drastis dari bulan ke 
bulan bahkan 3 bulan berturut-turut tidak diberikan gajinya tetapi meskipun 
demikian perusahaan tetap wajib memenuhi hak karyawannya dengan 
memberikan gaji/upah baik sebelum maupun setelah melakukan PHK pada 
karyawan Hotel Grand Sayang Park. 
Mengenai kewajiban dari karyawan selama penulis melalukan penelitian 
dan mewawancarai pihak yang bersangkutan, menurut keterangan dari salah satu 
karyawan bahwa karyawan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan 
tidak pernah melanggar aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang 
telah tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah 
pihak baik itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri. 
56 
 
C. Tanggung Jawab Perusda Sulsel terhadap Karyawan Hotel Grand Sayang 
Park yang telah di PHK 
Pemaparan dalam pembahasan ini merupakan gambaran dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian yaitu Perusda Sul-Sel 
(Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan). Hasil dari penelitian ini terdiri dari data 
primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil observasi lapangan, 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti dari perusahaan pada 
khususnya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait tanggung 
jawab Perusda Sul-Sel dengan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 
karyawan Hotel Grand Sayang Park, peneliti menemukan data jumlah karyawan 
yang telah di PHK pada Hotel Grand Sayang Park yang merupakan  salah satu 
usaha yang dikelolah oleh Perusda Sul-Sel sebanyak 26 karyawan. 
Pemutusan Hubungan Kerja ini terjadi secara sepihak dari Perusahaan 
karena Perusahaan sudah tidak mampu lagi memberikan upah kepada 
karyawannya lantaran mengalami pemasukan yang cukup rendah dari biasanya 
sejak diresmikan pada tanggal 08 Oktober 2017. 
Adapun tanggung jawab yang diberikan oleh Perusda terhadap karyawan 
yang telah di PHK yaitu berupa gaji/upah yang sudah menunggak selama 3 bulan, 
uang THR (Tunjangan Hari Raya), dan uang pesangon yang akan dipaparkan 
sebagai berikut: 
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1. Gaji/upah  
Berdasarkan pasal 1 butir 30 UU No. 13 Tahun tentang ketenagakerjaan, 
mengenai pengertian upah.49 
Mengenai penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upah 
merupakan murni hak dari pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja atau 
pengusaha dan bukan sebagai hadiah atas apa yang telah dikerjakannya. Disinilah 
peran pemerintah dibutuhkan untuk turut mengatur dan menetapkan standar upah 
yang akan diberikan kepada pekerja sesuai aturan yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan.50 
2. THR (Tunjangan Hari Raya) 
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pendapatan pekerja yang 
wajib dibayarkan oleh pengusaha/perusahaan kepada pekerja menjelang Hari 
Raya Keagamaan yang berupa uang. Dasar hokum dikeluarkannya peraturran 
tentang THR adalah Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 
Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Buruh/Pekerja di 
perusahaan dimana peraturan ini menggantikan Peratutan Mentri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994.  
Yang wajib membayar THR adalah setiap orang yang mempekerjakan 
orang lain dengan imbalan upa wajib membayar THR, baik berbentuk perusahaan, 
perorangan, yayasan atau perkumpulan. Sedangkan pekerja yang berhak 
mendapatkan THR adalah pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama 1 
(satu) bulan kerja atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak 
                                                          
49
 Lihat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
50
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,  (Jakarta:  PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 144.  
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membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan 
kontrak atau karyawan paruh waktu.51 
3. Uang Pesangon 
Uang Pesangon merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh 
perusahaan karena adanya PHK. Besar uang pesangon yang diberikan ditentukan 
berdasarkan masa kerja karyawan, se,akin lama seorang karyawan bekerja maka 
uang pesangon yang akan diterima akan semaking besar.  
Kewajiban perusahaan memberikan uang pesangon pada karyawan yang 
telah di PHK ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 
ayat 1 :  
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima.52  
Selama penelitian ini dilaksanakan menurut keterangan dari Pak Akmal 
yang merupakan salah satu staf di Perusda mengatakan bahwa “tidak semua 
karyawan yang di PHK langsung diberikan haknya, sementara hanya ada 17 orang 
dari 26 karyawan yang mendapatkan kompensasi dari PHK tersebut mengingat 
bahwa dana dari Perusda masih sangat kurang, tetapi pihak Perusda berjanji akan 
secepatnya menyelesaikan pembayaran kompensasi ini kepada 9 orang karyawan 
yang tersisa”.53 
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 Seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-tunjangan-hari-raya.html  diakses 
Pada tanggal 30 April 2019 Pukul 19:42 WITA 
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 www.gadjian.com/blog/2018/01/05/cara-menghitung-uang-pesangon-karyawan-saat-
phk-sesuai-undang-undang/  diakses Pada tanggal 30 April 2019 Pukul 19:55 WITA 
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  Hasil wawancara dengan Akmal salah satu staf PERUSDA di jl. S. Saddang, Pada Hari 
Kamis Tanggal 02 Mei 2019  
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Meskipun pihak Perusda telah memiliki itikad baik untuk segera 
memberikan kompensasi atas PHK ini kepada karyawan Hotel Grand Sayang Park 
akan tetapi masalah PHK ini sudah terlalu lama seharusnya pihak Perusda setelah 
melakukan PHK kepada karyawan Hotel Grand Sayang Park langsung 
memberikan hak karyawannya tanpa menunda-nunda waktu dan tanpa melalui 
jalur hukum, serta pihak Perusda juga pada saat pengambilan keputusan mengenai 
PHK tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari karyawan padahal dalam 
Undang-Undang sudah dijelaskan dalam Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan : 
1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, 
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 
hubungan kerja. 
2. Dalam hal segala upaya yang telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan 
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib 
dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/serikat buruh atau dengan 
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
3. Dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar 
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
 
Dari penjelasan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 
pengambilan keputusan mengenai PHK harus ada persetujuan dari kedua belah 
pihak baik itu dari pihak Perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri. 
Untuk masalah ini, pihak Perusda menunjukkan tanggung jawabnya 
dengan berusaha memberikan hak bagi karyawan yang di PHK seperti yang telah 
saya sebutkan diatas, meskipun tidak ada permintaan maaf secara terang-terangan 
dari pihak Perusda terhadap karyawan, masalah ini pun karyawan yang di PHK 
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dan tidak diberikan haknya tersebut  tidak mempersoalkan masalah ini terlalu 
jauh, yang mereka inginkan adalah pemenuhan haknya secara materi dari pihak 
Perusda dan sampai saat ini pihak Perusda masih berusaha memberikan hak-hak 
karyawan tersebut oleh karenanya bentuk tanggung jawab secara materi itu belum 
sampai ke tangan-tangan karyawan hotel grand Park yang di PHK secara nyata 
sampai pada hari ini. 
D. Analisis Penulis 
1. Pemutusan Hubungan Kerja kaitannya dengan aturan Internal Perusahaan 
(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) 
Jika dilihat dari penjanjian yang telah disepati oleh kedua belah pihak 
pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya perjanjian kerja terhadap karyawan 
bisa dilakukan apabila karyawan : 
a. Karyawan mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai 
karyawan waktu tertentu dan mengajukan surat permohonan pengunduran 
diri 1 (satu) bulan sebelum pengunduran diri kepada pihak perusahaan. 
b. Perjanjian kerja dapat berakhir dengan sendirinya dan tanpa syarat apabila 
karyawan meninggal dunia, menjadi terpidana atas keputusan pengadilan, 
melanggar peraturan perusahaan dengan kategori pelanggaran berat, 
karyawan mabuk karena minuman keras pada waktu menjalankan tugas atau 
perbuatan lainnya yang merugikan atau merusak nama baik karyawan, 
karyawan berkelahi dalam lingkungan perusahaan.  
c. Menyalahgunakan jabatan demi kepentingan keluarganya atau orang lain 
dan merugikan perusahaan, mempekerjakan pegawai lain atau menggunakan 
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nama atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain 
tanpa persetujuan perusahaan, menolak perintah yang layak diberikan 
atasannya, membawa senjata api atau alat-alat lainnya yang dapat 
membahayakan orang lain tanpa seijin pihak yang berwajib ke dalam 
perusahaan dan atau tempat kerja, mengancam dan menghina secara kasar 
atau menganiaya direksi dan karyawan lainnya. 
d. Melakukan pelanggaran tata tertib sebanyak tiga kali dan atau tidak 
mengindahkan perintah atasannya yang sudah ditetapkan dan atau 
mengganggu ketentraman tempat karyawan bekerja, tidak mampu merawat/ 
menjaga alat-alat kantor mapun barang-barang milik orang lain, terlibat 
perjudian di lingkungan perusahaan, sering sakit-sakitan atau terganggu 
kesehatannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut, dengan sengaja 
menyebabkan cidera terhadap diri sendiri atau orang lain, sengaja 
melakukan kerusakan, membujuk karyawan lain untuk melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan, dan perusahaan 
dinyatakan tutup atau pailit.54 
Berdasarkan perjanjian kerja di atas selama penulis melakukan penelitian 
dan wawancara dengan pihak perusahaan, karyawan yang di PHK sama sekali 
tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan di atas, 
melainkan perusahaan langsung melakukan PHK pada karyawan secara sepihak 
dengan alasan bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dari biasanya, 
sehingga perusahaan sudah tidak mampu lagi memberikan gaji kepada 
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 Lihat Perjanjian Kerja  Pasal 4 halaman 2 (di lampiran)  
62 
 
karyawannya. Meskipun seperti itu, seharusnya perusahaan memberitahukan 
kepada karyawan terlebih dahulu jika ingin melakukan PHK. 
2. PHK kaitannya dengan Ekternal Perusahaan (Undang-Undang) 
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan secara 
sepihak terhadap karyawan tersebut telah melanggar hukum oleh karenanya 
pemutusan hubungan kerja tersebut semestinya dinyatakan belum berkekuatan 
hukum tetap karena belum ada penetapan dari lembaga penyelesain perselisihan 
hubungan industrial terlebih dahulu. Seperti yang telah tertuang dalam Pasal 151 
Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa jika 
tidak di dapat kesepatan dalam Pemutusan Hubungan Kerja diantara kedua belah 
pihak maka pengusaha jika ingin memPHK karyawan harus ada penetapan dari 
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Dalam hal ini sesuai dengan kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan 
terhadap karyawan telah mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan 
hubungan industrial antara karyawan dengan pihak Perusda.  
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kaitannya dengan Asas-Asas Perjanjian 
Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan bersama dengan 
karyawan di sini perjanjian itu telah memenuhi beberapa Asas-Asas Perjanjian, 
yaitu : 
a. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya semua persetujuan yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Meskipun demikian asas ini dibatasi akan 3 hal yakni : tidak boleh membuat 
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perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan 
kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum 
sebagai mana ditentukan dalam pasal 1337 BW. Karena dalam perjanjian ini 
terdapat hak dan kewajiabn dari kedua belah pihak yang mana artinya 
bahwa dalam perjanjian ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena 
hak dan kewajibannya seimbang.  
b. Asas Konsensuil, artinya bahwa sejak saat atau detik terjadinya kata sepakat 
antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, maka sejak saat itu 
perjanjian dinyatakan sudah sah, dan oleh karenanya mempunyai akibat 
hukum. Artinya, sejak detik tercapainya kata sepakat, pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian sudah terikat untuk melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban-kewajibannya, dan apabila ada diantara pihak yang tidak 
menepati janjinya (kewajibannya), maka ia dapat dituntut di depan 
pengadilan.55 Karena dalam perjanjian ini terdapat tanda tangan dari kedua 
belah pihak yang dimana artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini telah 
mendapatkan kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan. 
Sedangkan untuk asas yang tidak terpenuhi dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu tersebut, yaitu : 
a. Asas Itikad Baik, artinya keharusan para pihak untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban yang tercipta dari penjanjian dengan itikad baik. Karena 
pengusaha tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya kepada karyawan 
dalam hal kawajiban memberikan upah pada tanggal 01 setiap bulannya dan 
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 Marilang, Hukum Perikatan „Perikatan yang lahir dari Perjanjian‟, (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 150-152.  
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kejadian ini berlangsung selama 3 bulan berturut-turut sebelum terjadinya 
PHK padahal karyawan sendiri sudah melaksanakan kewajibannya untuk 
memenuhi hak dari pengusaha. 
Dari kasus ini kerugian yang dialami oleh karyawan setelah di PHK yaitu 
kerugian meteril karna tidak diberikan gaji/upahnya pada tepat waktu dan 
kerugian moral karena setelah di PHK karyawan belum tentu akan mendapatkan 
pekerjaan yang layak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Pelaksanaan hak dan kewajiban karyawan Hotel grand sayang Park selama 
bekerja telah terlaksana dengan baik meskipun masih ada hak karyawan 
yang belum terpenuhi sampai penelitian ini berakhir tetapi pihak perusaahan 
sudah berjanji akan segera menyelesaikan masalah pemberian gaji/upah 
kepada karyawan yang sempat tertunda. 
2. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Pihak Perusda terhadap 
Karyawan yang di PHK ada 3 yaitu : gaji/upah yang sudah menunggak 
selama 3 bulan, uang THR (Tunjangan Hari Raya), dan uang pesangon 
namun diantara 26 karyawan hotel grand sayang park, hanya 17 orang yang 
diberikan haknya. 9 diantaranya belum mendapatkan haknya, dan pihak 
perusda sampai saat ini masih berusaha untuk memenuhi hak 9 karyawan 
yang di PHK. 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada para pihak yang 
bersangkutan, ialah sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada pihak Perusda dalam pengambilan keputusan mengenai 
Pemutusan Hubungan Kerja dengan karyawan harus dibicarakan terlebih 
dahulu agar tidak terjadi kesalahpaham diantara kedua belah pihak baik itu 
dari pihak Perusda maupun karyawan itu sendiri. 
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2. Disarankan kepada pihak Perusda harus segera mungkin memberikan hak 
kepada karyawan yang di telah PHK meskipun tanpa melalui jalur hukum.  
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